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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR -/ TAHUN 2021
TENTANG -

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang
tenteram, tertib dan terlindung harus diciptakan
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;

b. bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
tentang = Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5073);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 23);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor
5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178};
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tenitang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman  Masyarakat  Serta  Perlindungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menetapkan

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan
pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat.
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Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupétéﬁ’/ Kota di
wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan';:-- S :
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemenmahan_'.':_ EIRa

yang menjadi kewenangan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjumya disebuit Satpol PP adaiah'-_. : :_-_:' .'
perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan: Daerah S
dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan: ketertiban’ umum dan:}' g

ketenteraman serta menyeienggarakan pelindungan masyarakat

Polisi Pamong Praja yvang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota_;;'} e
Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawal- SCTV RN R
negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan . wewenang sesuai- . .
dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan = |
Daerah dan Peraturan Kepala Daeral, penyeienggaraan ketert;ban-f_ i

umum dan ketenteraman serta pehndungan masyarakat. -

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baxk yang_";. e

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang meugandung arti be"bas'"'_'_' : __ "_. o
dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun pSﬂ{IS bebas dar:{"_ il

rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat. -

Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yz—mg serba-_: R
teratur baik berdasarkan norma-norma agame, norma . kesopaman,"ﬁ
norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau_'--

aturan-aturan hukum yang berlaku.

Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu hnﬁkungan }{ehttdupan_:g__"'_'-_.':"r."-j'_-' o
yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pr1bad1 1"r1aupun'_'__‘_ B
sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum nor ma-'__; L

agama, norma sosial dan peraturan perundang—umdangan '

Perlindungan masyarakat yang selanjutnya - disebut . Lminas acialah_-__ c S

segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam 1a:ngka mehndungr'

masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya
untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guria. -
mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memehharaf-?’f:-'.._'-j_ e
keamanan, ketertiban masyarakat, membantu kegiatan = sosial |0
kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan keteruban}_'_f S
pada saat pilkada dan pemilu serta membantu upaya pertahanan.'_ s

negara.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam'_-f‘“ S
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat y a:ng_: i

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non- alam maupun: -

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban Jiwa manusxa, _-ﬁ::

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan darnpak pszkoiogis

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peustzwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh- alam antara.- lam berupa i

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, ba}:lpr, kekermgan angm topan,'-_"_'}'

likuifaksi tanah, dan tanah longsor.

.Bencana non alam adalah bencana yang dzaklbaﬂqan oleh o
peristiwa/rangkaian peristiwa non alam yang antara I.am berupa gagaj:

teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyaklt

HARQ PHERANGHEAT DARRAH
HUKUM E“‘EMRZ&E{ARS&
]

LI S 8

ﬁS_IS’S’EN I CBERDA

by




16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23,

24

25.

26.

27.

28.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konilik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan
teror.

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah
suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama,
norma  sosial dan peraturan  perundang-undangan sehingga
terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan
tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upayva dan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang
memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam
situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan
kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi
dan Peraturan Kepala Daerah.

Gangguan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut
Gangguan Ketenteraman adalah kondisi setiap individu yang tidak
nyaman karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan
Ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh
perilaku tidak taat kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum
sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.

. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan

penindakan.

Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan
oleh pemerintah provinsi dalam penegaklkan peraturan daerah.
Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud
mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi
dilingkungan masyarakat.

. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan,

pemeriksaan dan penyelesaian.
Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya
pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksananya serta
gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat.

Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara
kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah.

Preventif non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP
dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses
peradilan.

Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang
dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan
represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
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.Biaya paksaan penegakan hukum adalah sanksi tambahan dalam o

bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah diluar
ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diLingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta
di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel.

Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana yang
peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada
Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah.

Pasal 2

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
diselenggarakan berdasarkan asas:

Mg ™M e o0 oon

. kepastian hukum;

. kepentingan umum,;
. keterbukaan;

. proporsionalitas;

. profesionalitas;

alkuntabilitas;

. efisiensi;
. efektifitas; dan

keadilan.

Pasal 3

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap
kegiatan vang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umurmn dan perlindungan

masyarakat bertujuan untuk;
a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;

KARO PERANGRAT DAERAH
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b. memberikan rasa aman, dan nyaman pada masyarakat dalam
melakukan kegiatan;
c. menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat

dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat; dan

d. sebagai dasar hukum untuk menegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

M@ ot 0 oo o

tanggungjawab penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

perlindungan masyarakat;

pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum;

koordinasi, kerjasama dan fasilitasi;

tugas pembantuan;

peran serta masyarakat;

. pendanaan; dan

pelaporan.

BAB 1I

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang
dilaksanakan melalui:

perencanaan;

pencegahan;

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
perlindungan;

pembinaan; dan

monitoring dan evaluasi.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

moe a0 TR

Pagal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
terdiri dari:

a. rencana strategis; dan

b. rencana kerja.

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
meliputi:

a. sosialisasi;

b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan

¢. seminar/ workshop;
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(6)

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur rsebagaimam :

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ dilakukan melalui:

a. peningkatan kesadaran;

b. peningkatan ketaatan; dan

C. penerapan sanksi.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1} huruf d

meliputi:

a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban
masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai
dengan norma agama dan kesusilaan; dan

b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat
dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e

dilaksanakan melalui:

a. sosialisasi produk hukum;

b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan

c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf { dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan secara
berkala atau sewaktu-waktu oleh Satpol PP melalui:

a. rapat koordinasi Satpol PP se Provinsi Kalimantan Barat; dan

b. apel bersama Satpol PP se Provinsi Kalimantan Barat dengan
melibatkan instansi terkait.

BAB I
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Ketenteraman

Pasal 7

Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk
menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama,
norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:

a. informatif;

b. dialogis; dan

¢. persuasif.

Pasal 8

Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama

dengan pihak terkait lainnya.

Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung;

b. Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan dan Pemerintah Daerah
Provinsi lainnya; dan

RARG PRRANGRAT BAERAN
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c. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat 'sebagaimaiia = T
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan ‘dan ‘@

penyuluhan.

Pasal O

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyeienggaraan S

ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembanganr :
sistemn layanan pengaduan ketenteraman masyarakat. '

Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada a}.’afi'_[lz),'. v

dilalkukan melalai;

a. peningkatan monitoring kondisi wilayah (lintas _kabupa.teh:/kb_'{a, EE e

daerah perbatasan provinsi);
b. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat;
c. penguatan peran perlindungan masyarakat; dan Pt
d. pengembangan etika penggunaan teknologi - mforma31 ' 'd'a'_n
komunikasi pada komunitas sosial masyarakat. SRR

Bagian Kedua
Ketertiban Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan keterﬁban umum,“. e

yang meliputi:

a. penanganan  gangguan ketertiban umum _'_lintas daei*al_a-ﬁ"-' e

kabupaten/kota; dan - R
b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubemur R

Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana. dlmaksud pada ajya‘t ‘. o

(1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP

Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum: sebagmmana’ FE
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP dapat berla:oordmas_l dan

melibatkan pihak lain, meliputi:

a. perangkat daerah terkait di lingkungan pemerm’cah daerah
b. instansi vertikal,

c. pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan 1angsung, dan / atau:" L
d. pemerintah Daerah Kabupaten/kota. '

Paragraf 2
Pelaksanaan Ketertiban Umum

Pasal 11

Pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa}, 10
dilakukan melalui:

a.

/oo

@

tertib tata ruang;

tertib jalan;

tertib sungai;

tertib kelautan dan perikanan;
tertib lingltungan; wARD
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tertib energi dan sumberdaya mineral;
tertib kehutanan,;

tertib sosial;

tertib pendidikan;

tertib perizinan;

tertib barang milik daerah;

tertib bangunan;

m. tertib pajak daerah dan retribusi daerah
1. tertib kesehatan; dan

o. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
p. tertib keadaan bencana.

O =

Paragraf 3
Tertib Tata Ruang

Pagal 12

(1) Setiap orang wajib:
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari'___.-__-- S

pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan lZH’l_'..:.

pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan::fl_-:_ ]

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(2) Setiap orang dilarang:

a. melakukan pemanfaatan ruang yang fﬂfﬁﬂyebabkan ga};’lgguani--_l-;...' e
terhadap berfungsinya sistem tata ruang dan gamngan ?TaSarana":f

daerah dan nasional;

b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas :fungs1 hngkungan SR et

c. memanfaatkan ruang yang membahayakan lceselaﬂiatan umum;. dan G

d. mendirikan bangunan permanen di ruang terbulxa h1jau, kecuah o
untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan famhtas umum‘_'_’.-r”r.'-;..---

lainnya.

(3} Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata‘“{'_f-} S b
ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) dan ayat'(2) Cnn
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah: tentang Tata Ruang RS
Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wﬂayah Pes1s;z*"_ S

dan Pulau-Pulau Kecil.

Paragraf 4
Tertib Jalan

Pasal 13

Untuk menciptakan ketertiban pada fungsi ruang milik Jalan sehap omng
dilarang:

a. merusak, memindahkan, atau membuat tidak berfungm ra:mbu rambu S

lalu lintas;
b. membuat atau memasang portal;

c. membongkar, merusak, atau membuat tidak . berfungsi pagaz Vi e

pengamanan jalan;
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d. memasang media informasi dan/atau 11<1an

e. mendirikan bangunan tanpa’ izin sesuai - peraturan perundang—-__--__.-'.':_;_'_

undangan; dan/atau

f. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu atau memsak sebaglan

atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan 1a1u Imtas

Paragraf 5
Tertib Sungai

Pasal 14

{1) Setiap orang wajib menjaga kuahtas dan k:eberszhan ajr sung&u c}an i

sempadan sungai.
{2) Setiap orang dilarang:

a. mendirikan bangunan, hunian, atau tempat usaha kecuali peﬂdman'_
bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan' air . s
dan/atau pemanfaatan air, serta bangunan untuk menuma}lg fungs:tf.-._' S

taman rekreasi di sempadan sungai; - e
b. melakukan kegiatan yang dapat memmbulkan pencemaran a1r atau_'_-_'-_a-
berpotensi merubah tata air dan ekemstem, _ o o
¢. membuang sampah atau limbah cair ke sungai; dan / a‘i,au

d. melakukan kegiatan yaﬂg dapat mengal«:zbatkan pendangkalanf - :

sungai.

Paragraf 6
Tertib Kelautan dan Perxkanan :

Pasal 15
(1) Setiap orang wajib:

a. menjaga kelestarian, kebersthan, dan - trad1s1 adat serta pexaturan'"_'_.:_i_""_'

lokal di wilayah perairan pesisir dan pulau pulau kecﬂ

b. memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisit secara menetap'_'_f{f S

tanpa memiliki izin lokasi dan izin penge}olaan dan - IR
c. melakukan aktivitas apapun dalam - zona kawasan konservaszg "

perairan, kawasan konservasi pesisir dan- pu}au pulau kecﬂ kecuali" e

kegiatan penelitian dan pendldzkan
(2) Setiap orang dilarang:

a.melakukan  kegiatan usaha penangkapan 11{311 dem/ atau'.'f_

pengangkutan ikan di laut tanpa izin kecuali bag1 nelayan keml yang_. g
menggunakan kapal penangkap ikan dibawah 5 gross tonase, o
b. menangkap ikan dan hasil L'mt 1a:11mya dengan menggunakan bahan-f

peledak atau bahan/alat yang dapat merusak sumber daya hayatz dz{_}:_;‘.'f-'-__;g . -

perairan pesisir, pantai, dan pulau- pulau kecﬂ . S
¢. membuat bangunan permanen dan/. atau ‘semi: permanen d1 zona_-f
sempadan pantai, kecuali bangunan yang dlperunmkkm’l antara lain’

sebagai pendukung kegiatan penjaga ‘pantai dan szstem perlngataﬁ;f.__ =

dini;

d. melakukan penambangan - pasir’ laut dan mengambﬂ terumbu_-?"':‘i’ -:'Q"iil_:.-:-i E_
karang yang dapat merusak 11ngkungaﬂ biota laut di ‘perairan. pesmir-:f"'_-'i':":"" e

dan pulau-pulau kecil;

e. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun da:n /atau sampahi

3
di perairan pesgsit-dan-pulav=pulaukecil; : e
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f. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan di wilayah pesmn dan R

pulau-pulau kecil tanpa izin;
g. melakukan reklamasi tanpa izin; dan/atau
h. melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi alur laut.

Paragraf 7
Tertib Lingkungan

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahuiui ”iZi“ﬁ' o

a. o
lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajlbkan ; o o _
terlebih dahulu memiliki dokumen kajian lingkurngan daﬁ 1311'1 cee s
lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dﬂakukan _ o

b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur h1jau taman S
dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang d1sedzakan R

c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun di sungai- dan 13:&1 LT
dan/atau '

d. melakukan pencemaran udara, tanah dan air.

Paragraf 8
Tertib Energi dan Sumberdaya Mineral
Pasal 17 _ T

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha tanpa mm,

meliputi: : B

a. pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah

b.
C.

3)

penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara; '

penjualan tenaga listrik dan penyewaan jaringan- k@pada penyedla._-:'f |

tenaga listrik;

pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, _mulﬁmedia% f'._._da':t"l_”-”-5

informatika;

. pemanfaatan langsung panas bumi lintas kabupaten/ kota, da;n / atau Fls
pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan balar lam | L
dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuiuh mbu) ton sl

per tahun.

Paragraf 9
Tertib Kehutanan

Pasal 18

Setiap orang yang melakukan penganglkutan hasil hutan Wa_]lb memﬂllﬁ-f g
dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasﬂ hutan segual_t;, i

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan di kawasan hutanf:_'___; e

konservasi, hutan produksi dan hutan lindung tanpa izin.

Kegiatan pemanfaatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) mehputl S

a. pemanfaatan kawasan hutan;
b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
c. pemungutan hasil -hutan;-dan
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(4)

Setiap orang dilarang:

a. memanfaatkan atau memungut hasil hutan kayu dan/ atau’ hasﬁ'_____f . Lo
hutan bukan kayu, kecuali mendapat izin dari pejabai ya:ng

berwenang;

b. melakukan perusakan hutan berupa perbuatan pembaiakan };mi._:jl':.E ::'_:' "

dan/atau penggunaan kawasan - hutan secara tldak sah yang_.”
dilakukan secara terorganisasi: dan/atau :

c. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 1amnya yang 1az1m atau % o
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut: hasil hutaxz di ) R

dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang,

Paragraf 10
Tertib Sosial

Pasal 19

Setiap orang dilarang meminta bantuan atau- sumbaﬁgm‘z yang;'_'._'.:- s
dilakukan sendiri-sendiri dan/atau; bersama-sama di Jjalan, mmah'f T
sakit, sekolah dan kantor vang menjadi kewenangan daezah kecuah'_:

telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwen ang S L
Setiap orang dilarang melakukan akt1v1tas yang, dapa‘t memggaﬂgguf

ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, dan di tempat fasﬂltasj}ﬁ_ Sl

umum lainnya yang menj iadi kewenangan daerah
Setiap orang dilarang:

a. menyuruh orang lain untuk men;adz_ pengen‘ns pengamen, pedagang'_ o g

asongan di fasilitas umum; .
b. menyelenggarakan segala bentuk kegzatan perjudxan

c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa. orang lam uﬂtuk'.f{.‘;_f-.f
menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna suszla sejems a‘i:au-_ s e

lawan jenis; _
d. melakukan perbuatan vandalisme; dan/ atau

e. melakukan perbuatan yang meianggar miai nﬂaz dan norma'::} L

kesusilaan di tempat umum.,

Paragraf 11
Tertib Pendidikan

Pasal 20

Setiap pelajar dilarang:

a. berada di luar lingkungan satuan pendldzkan pada 3a"m peiagaran_-:_:'_'.-__..i__} -

tanpa izin pejabat yang berwenang;

b. membawa senjata tajam, minumean keras alat kontraseps;,}" S
dan/atau barang yang membahayakan diri sendm a‘cau Orang lam'.il‘_ Skl s

di lingkungan satuan pendidikan; dan/ atau

c. melakukan tindakan yang mengarah kepadé tmdakan k11m1na§j‘ff‘-'};" 

dan/atau vandalisme di dalam lingkungan satuan pendidzkan

Kepala satuan pendzdlkan bertanggung - 3awab menyelenggarakan:f
ketertiban umum di lingkungan sekolah. o _ :
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Paragraf 12
Tertib Perizinan

Pasal 21

(1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha ‘yang oleh pelaturan
perundang-undangan wajib memiliki izin. . - : : S

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) imeii@ufsi_:'periZi_ﬂaﬁ ch s
bidang/sektor: L R e e

penanaman modal;

koperasi;

perdagangan;

perindustrian;

kesehatan;

perhubungan;

tenaga kerija;

sosial;

kehutanan;

perkebunan;

lingkungan hidup;

energi sumber daya mineral;

pendidikan,; -

pertanian,

kelautan dan perikanan; dan
p. pariwisata. C v

(3) Perangkat daerah terkait bekerjasama- dengan Satpol PP melakukan
pengawasan dan pengendalian terhadap penzman keuzatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). :

o M R 0 0 TP

e BB

Paragraf 13
Tertib Barang Milik Daer ah

Pasal 22

Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Baramg Ivizhk Daelah maka uehap
orang wajib: L A
a. memperoleh izin dari Gubernur dan memanfaatkan barang mzlik'- S
daerah sesuai dengan perjanjian; S S
b. mengamankan dan memelihara barang milik daerah dan IR
c. mengembalikan barang milik daerah yang" dm’laﬂfaatkan oleh plhak_
ketiga apabila masa berlaku dalam pexj}anﬂaﬂ sudah berakhlr

Paragraf 14
Tertib Bangunan

Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang: - SRS
a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejemsnya a‘i;au e
benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di iahan aset mzhk _-35:

pemerintah daerah tanpa izin atau persemguan darl pe;aba‘t y&ng-:'
berwenang; e D
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b. mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruaﬁ‘i"g'fﬁ:ﬂ.ik: Sﬁiii"l'g:ai"j”'- o
jalur hijau dan tempat-tempat umum yang menjada I{ewenangan e EE

daerah; dan/atau

c. mendirikan bangunan dalam kawasan saluran’ udara tegangaﬁ .
ekstra tinggi dan salur: an udara tegangan ‘tmggl pada 1ad1us yang‘:'; B

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perunéang—undangan

(2) Setiap orang wajib memelihara dan mencegah pengemsakaﬂ bahu v

jalan atau trotoar yang menjadi keweénangan daerah.

Paragraf 15
Tertib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasai 24

Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak’ daerah dan retrxbusx daerah, e 5 fe

setiap orang wajib: :
a. membayar pajak daerah dan retribusi daerah 1epat Waktu,

b. membayar denda keterlambatan pembayaran pajak- daéréxh sesuauff

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau .

c. membayar bunga keterlambatan pembayaran retmbus: sésua:i ketentuanif

peraturan pemndangmndangaﬂ
Paragraf 16 '
Tertib Kesehatan

Pasal 25

Setiap orang dilarang meiakukan kegaatan usah& Sebagm peny&iur aiat :
kesehatan berupa produk alat kesehatan ‘dan peibekalaﬁ kesehata_
rumah tangga tanpa izin dari Pegabat yang benvenang L

Paragraf 17 S
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian '~

Pasal 26

(1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa 131

dari Pejabat berwenang. = BERI
(2} Setiap penyelenggaraan tempat h1buran yang telah mendapat{_ izl

sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dilarang meiaksaﬂakaﬂ keg&atan_.ﬁ_ il

lain yang menyimpang dari izin yang diberikan. .

(3) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian tertentu. W&_}lb mendapatkan : L

izin sesuai dengan ketentuan peraturan peruﬁd&xﬁg»tlﬁdﬁﬂg&ﬂ

(4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/ atau
memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentmgaﬂ umum; f'_jf_- e

wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang bemenang i
(3) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian: sebagmmma dnnaksud pada-

ayat (1) dan ayat (3) wajib memperhatikan Eieamanan _dan_ _kg:t;f;rt;bap;_fﬂ |

lingkungan setempat.
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(1)

(2)

Penanganan Gangguan Ketertiban Umun Lintas Daerah Kabupaten / Kot& Rl |

Penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/ Kota. s

Paragraf 18
Tertib Keadaan Bencana

Pasal 27

Setiap orang wajib mentaati perintah dan/ atau Iarangan yaﬁg '_ '_:
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana

nasional, dan/atau bencana daerah yang meliputfi - bencana alam o
bencana non alam dan bencana sosial. o
Perintah dan/atau larangan sebagaimana cilmaksud pada ayat (1) o

ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk";-:' '.
mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta meémulihkan -
kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk’ peraturan_ SR

perundang-undangan dan/atau I{eszakan pemermt&haﬁ N

Bagian Ketiga

Pasal 28

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ay mehputi k&gzatan

e a0 oD

(1} Penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota':;f g_ : s
dilaksanakan terhadap setiap orang yang melanggai keter‘tlban umum,;_f._’-f'_ L

(1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagazmama;';:-:_:'-::;._'_".I__’":_
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dﬂaksanakan melaiuz o S

. deteksi dan cegah dini;
. pembinaan dan penyuluhan;

patroli;

. penigamanan;

pengawalan;
penertiban; dan

. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 29

dengan ketentuan:

a. subyek pelaku pelanggaran bersifat lintas daerah kabupaten 7 kota
b. lokasi pelanggaran lintas daerah kabupaten /kota; dan o
¢. dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.

Satpol PP berkoordinasi dan bersama Satpol PP .Kabupaten/ Kota =
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penaﬁganan_:;'-:f_]_.__ o

gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota

Bagian Keempat : o
Penegakan Peraturan Daerah dan Pelaturan Gubemur

Pasal 30

kegiatan:
a. preventif non yustisial; dan
b. penindakan yustisial.
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(2) Preventif non vustisial dan penintiakan yugtlszal sebagannana R
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Grang pelanggar. IR

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

(3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dz-m Peratuian":
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak

selaku koordinator PPNS Daerah.

Pasal 31

(1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dzmak;suci daiam Pasal 31 S

ayat (1} huruf a, merupakan pengenaan sanksi admmistrauf

(2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana. d1maksud pada ayat'ﬂ : -
(1), dilakukan sesuai standar operasional prosedur Satpol PP dan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

(3) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud: pada ayai:-f -
(1), pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP dan dapat mehbatkan’f e

perangkat daerah terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai preventlf non yustzsza.l dzatur dengan :

Peraturan Gubernur.

Pasal 32

(1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasai 30

ayat (1) huruf b, terdiri atas penyelidikan: dan penyzdzkan

(2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan ‘sebagaimana dz,maksud pada':{.:’
ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai keientuan peraturan perundang—.’s_ﬁj;_-‘ e

undangan.

Pasal 33

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturz«m Gubemur &
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur. dalam Pedcman ’I‘ekms S

Operasional PPNS.

Bagian Kelira

Penertiban Pelanggaran atas Kegiatan vang Permnaﬂnya
Bukan Kewenangan Daerah -

Pagal 34

(1) Tindakan penertiban pelanggaran atas kegzataﬂ yang permnanmfa-'__35_-:";'.;{' =
bukan kewenangan daerah dilaksanakan oleh- Sa‘t}:}o} PP be:sama—sama e

dengan instansi terkait yang membzdanw melaluz

a. pemeriksaan setempat, meliputi;
1} identitas penanggung jawab; _
2) lokasi dan jenis kegiatan yang dﬂakukan dan B
3} kelengkapan perizinan.

b. proses penindakan, meliputi: -
1) meminta kehadiran penanggung 3awab keglataﬂ
2) pembuatan berita acara pemer 11<saan, :

3) penghentian kegiatan;

)

4) perintah  untuk memperbaiki ke’r'u'saka'rx Imgkungan dan

menyelesaikan perizinan; dan
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(2)

5) pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang _ :
Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan -

terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan daerah
namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap keter"aban umum T

di daerah,

BAB IV
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 35

Gubernur melaksanakan perlindungan masyarakat, sesuai I{ewenangan G e

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagmmana dimaksud pada L
ayat (1}, dilakukan melalui pengorganisasian dan’ pemberdayaan G
masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas daﬁ pembinaan’ o
teknis operasional satuan perlindungan masyarakat yang dltetapkan D

oleh Bupati/Walikota.

Peningkatan kapasitas anggota satuan perhndungan masvarakat_'f-_f i ERT

sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, meliputi materi :
a. bidang kesamaptaan;

b. bidang perlindungan masyarakat;

c. bidang penanggulangan bencana; dan

d. bidang kekhususan.

Satuan perlindungan masyarakat sebagaimana dzmaksud pada ayai_ (3) g L

mempunyai tugas:
a. membantu dalam penanggulangan bencana;

b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat S

¢. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan

d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan:;::__:;

dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) humf S
d, muatannya disesuaikan dengan kearifan Ioka} d1 masmg-masmg

daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengergamsasmn B
pemberdayaan masyarakat fasilitasi dan pembinagn sebagaimana -~ .
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Pera‘tur

Gubernur.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat karena ter;aclmya e e
bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial: di 2 {dua) 0
Kabupaten/ Kota atau lebih yang mengaklbatkan tlmbu}nya kmban-.-;-__.-f__.'.-f- EruE
jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan - ancaman terhadap
kesehatan masyarakat, perekonomian, . dan/atau- I{emsuhan sosml A

Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat

Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) o

dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana. .

Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dzmaksud pada ayat (1): .
dilaksanakan dengan tetap —mempertimbangkan - terpenuhmya OE g

kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas: perekonomzan

Pembatasan kegiatan masyarakat sebagdimana dimaksud pada ayat (1)..._ S
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah dlbahas dalam forum

koordinasi pimpinan daerah Provinsi.

HaRO FERANGHAT DARRAM
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Pasal 37

Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, Gubernur berwenang mengatur kewajiban
pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol bencana lainnya
sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol
bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 38

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan
penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh’
Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Satpol PP dapat meminta =

bantuan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian, Tentara Nasional -
Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.

Pasal 39

Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan  pengawasan

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalami

penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perhnduﬁgan '
masyarakat. _

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam
bentuk: '

a. fasilitasi;

b. konsultasi; dan

c. pendidikan dan pelatihan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam

bentuk monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud. pada
ayat (1), ayat {2), dan ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP.

BAB VI
KOORDINASI, KERJASAMA DAN FASILITASI

Pasal 40

(1) Dalam pelaksanaan ketenterarnan, ketertiban umum dan perlindungan

(2)

(3)

masyarakat, Gubernur berkoordinasi dengan:

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. pemerintah daerah provinsi lain; dan

d. instansi terkait dan masyarakat. _
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Gubernur dapat membentuk forum koordinasi potensi gangguan

- 128 L igmrd .
ketenteraman ketertiban-vmum-damperlindunganmasyarakat.
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Pasal 41

{1) Gubernur melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaman : o

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
(2) Kerja sama sebaga;mana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kerja sama daerah dengan daerah lain; dan .

b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga,

Pasal 42

(1) Gubernur  memfasilitasi  pengembangan  mitra - pemeﬁhiar'aah‘_. e

ketenteraman dan ketertibain umum.:

(2) Mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum’ sebagmmana . i

dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:

a. menampung pengaduan warga masyalakat ai:as gangguan_'_-.-"--:_'f'_ :

ketenteraman dan ketertiban umum; dan
b. membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi persehsﬂlan

(3) Bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa kcaordmasz dan- ST

penghargaan.

BAB VII
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang - ketenteraman L
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Gubemur ciapat-" S
menugasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berciasaﬂ{am asas tugas-; TR e

pembantuan.

(2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Ko‘cai.'_'.:_;fl-:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur e:iengan Peraturan S

Gubernur.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Masyarakat wajib berperan serta dalarn menczptakan ketenteraman dan"_: R

ketertiban umum.

(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagmmana d1maksud pada ayat (E) T

antara lain:

a. melaporkan adanya pelanggaran peraturan daerah atau pmatman_i-:ﬁ"
gubernur dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; s
b. memelihara kearifan lokal dalam menyzkapl perﬁaku tidak tertlb ch SR

lingkungan sekitarnya; >
c. mediasi perselisihan antar warga dilingkungannva;
d. tidak melakukan tindakan represif; dan -
e. tidalk melakukan tindakan sewenang-wenang.

(3} Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggérma sebagalmana_.f_ S
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dlsampazkan kepacia

Satpol PP.

HARDG PERANGHRAT DARRAN
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(1)

(3)

(4) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum  dan = Ketentr aman -f G
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpodamar pada system .
informasi pelaporan yang terintegrasi dengan - system informasi -
manajemen Direktorat Jenderal Bina Admnistrasi Kewilayahan yang Raong

Pasal 45

Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada .

orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, darn/atau pelaku .
usaha yang memiliki peran dalam menciptakan ketenteraman, & =
ketertiban wmum dan perlindungan masyarakat dan/atati membantu

pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana
non alam, dan/atau bencana sosial.:

Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dlmaksud pada-i .

ayat {1} bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. _
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur derigan-

Peraturan Gubernur.
BAB IX

PENDANAAN
Pasal 46

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemermtahan 3 o
wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan . dengan Staﬁdar o

Pelayanan Minimal,

Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta SRR

pelindungan masyarakat dibebankan pada: .

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau - SR

b. sumber lain yang sah dan tidak mengkat sesuai ketentuan_ N
peraturan perundang-undangan. '

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dzaleka&kaﬁ darl S -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dlsesuazkan dengan'_' S

kemampuan keuangan daerah.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 47

Satpol PP wajib melaporkan setiap pelaksanaan fugas’ 'terhé'dap _' g
penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban wmum, dan pe1~11nciungan3'--'.-.

masyarakat kepada Gubernur.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kelembagaan;

b. kepegawaian;

c. kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. pengamanan;

e. bencana/peristiwa lainnya; ' x

f. penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur; dan - SRR
g. kerjasama/koordinasi Satpol PP dengan mstansl/lembaga terkalt dl

daerah.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaua berkala e

tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu jika diperlukan

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 48

(1) Sat Pol PP berkoordinasi dengan Satpol PP Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban .
dan perlindungan masyarakat harus melaporkan pelaksanaanny
kepada Gubernur. y

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan-
sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan. '

{3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol e
PP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASTIF

Pasal 49 _
(1} Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, F’asal'.-' '

14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasa} 21, Pasal 22, Shl
Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 d}l{enakan sa:ﬂkm_

administratif dan/atau pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.

(2} Setiap orang yang melaﬁggm ketentuan Pasal 20 dan Pasal 24 |

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangQ i
undangan.

(3) Pelaksanaan sanksi administratif dan/atau pembebanan biaya paksaan'

penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1), merupakan

tindakan hukum diluar peradilan,

Pasal 50

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) R

berupa:

. teguran lisan;

. teguran tertulis;

. peringatan tertulis;

. penghentian sementara kegiatan;

. penghentian tetap kegiatan;
pencabutan sementara izin;

. pencabutan tetap izin;

. paksaan pemerintah; dan/atau
. denda administratif.

R M L0 O

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 'pada ayat ( 1) _ '_

huruf a, huruf b dan huruf ¢ dilaksanakan oleh Satpol PP. e
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)';

huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, dilaksanakan Satpol PP ’bez samau' o

sama dengan Perangkat Daerah terkait. — _
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f dan huruf g, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait. -

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hmuf [

disetor ke Kas Umum Daerah.
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Pasal 51

(1) Pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49, dikenakan kepada pelanggar yang terjaring/tertangkap
pada saat pelaksanaan operasi penegakan hukum, dilakukan melalui
tahapan: :

a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati
dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Gubernur;

b. membayar denda administratif; dan

c. diberikan peringatan tertulis; o

(2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat: ('1) o
huruf c tidak diindahkan, maka pelanggar dilaporkan dan diserahkan
kepada PPNS untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang- -
undangan.

Pasal 52

(1) Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana damaksud'

dalam Pasal 49 dikenakan kepada setiap orang yang mela:nggar S
ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27,

dikenakan biaya yang dikeluarkan untuk kegaatan opeiasmnai
penegakan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus #ibu- mplah) S
dengan jaminan berupa penahanan untuk sementara’ waktu kaztu_'

tanda penduduk atau kartu identitas lainnya.

(2} Pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagalmana":'- '

dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan preventif non yus‘cisml

Pasal 53

{1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dzmak:ssud dalam Pasal' _.

52 ayat (1) dibayarkan ke Kas Daerah seﬁiambat—lmnbatnya dalam -
jangka waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat jam) sejak ditetapkan. I _
(2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 0
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dzpmses melaiul L
tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan pemndangnundangan L

yang berlaku.

Pasal 54

(1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak Z_..i' ..:
menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melaksanakan =

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

{2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak i’iz'erilghaﬁué,iian' »
kewenangan penyidik untuk melakukan penyldzkan terhéd&p e

pelanggaran Peraturan Daerah ini.

{3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana d1maksud dalam Pasal
49 ayat (1), dapat memperoleh kembali haknya setelah memb&vm biaya

paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewaﬁbannya;':..,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. '

HARG PERANGHAT DARRAN
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(4)

(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan saﬁ'ksi' .
administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lngkungan Pemerintah Daerah .
diberikan kewenangan untuk melaksanakan peny'idikan_" atas

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur - dalarh'
Peraturan Daerah ini. '

Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negerz 81p11 pada : i

ayat (1}, berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentarzg adanya
tindak pidana; - '

melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

o o

pengenal diri tersangka;

melakukan penggeledahan dan penyitaan;
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

oo o

atau saksi; o
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya'_'_. g
dengan pemeriksaan perkara; :
i. melakukan penghentian penyidikan; dan

j.  melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung]awab

(1)

(3)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan meﬁyampaﬂ{aﬁ ‘hasil

penyidikan kepada Penuntut Umum melalui - Penyidik - Kepohsmn-_ S
Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Pﬁl’l}ﬁdlk Pegawaz Negeri }_f _ g
Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undand—Undang o

Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22 Pas&ﬂ =

25, Pasal 26 dan Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan pa}mgf':‘;f 2
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50: OO OO(} 00 -

(lima puluh juta rupiahj.

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13 Pasal o

14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal

24, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peratula.n-:f e

perundang-undangan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah-' e
pelanggararn. . :

HARO PER&N&’&MTI‘MSR&‘E ASIETEN 1 i aff?% .

HUEUM ?’ﬁﬁiﬁﬁi{ﬁ%{&& :

A
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menyuruh berhenti seorang tersangka dan memerzksa tanda S .

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersanﬂka S




BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah :dite'ta,piggn e
dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini = . .
diundangkan. . .

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak™
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, .

_SUTARMIDJI -

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4-53/2021




PENJELASAN -

ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR g TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. UMUM

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Re;ji;ibiik Indoresia

Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara: kesatuan. e

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undaﬁg~Undang Dasar Negara _'
Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan s

desentralistik yakni dengan dzberlkannya otonomi kepada provm si dan'::':;‘ |

kabupaten/kota. Bahkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) Undang—_
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan = = -
bahwa provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan  otonomi. seliiag-" =
luasnya kecuali terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan adanya =

otonomi, pemerintah pusat mendesentralisasikan - sebag1an umsan'_.-'_-___. S

pemerintahan kepada provinsi dan kabupaten/ kota..

Dalam perspektif Pasal 9 ayat (3) Undang—Undang 'Nomof'QSE;l;‘éihuli 2014-1 EX e

tentang Pemerintahan Daerah, urusan tersebut sebagai urusan konkuren.. :
Bahkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014}_-_}{-. A
memberikan penekanan bahwa urusan konkuren yang diserahkan R

(didesentralisasikan) kepada daerah otonom merupakan dasar"-:'_.-ﬁ.'_.':*’

pelaksanaan otonomi. Selanjutnya, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang—
Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan konkuren tersebut

menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib d1bag1 menjadi

urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar daﬂ u:rusan wa_}xb yang' ::_:-: G

tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman . dan ketez‘tzban umum:.'_" Sl
serta pelindungan masyarakat tersebut, Provinsi: Kahmaﬁtan Barat perlu .
menyusun/membentuk kebijakan hukum ‘(legal polzcy) dalam bentuk oo
Peraturan Daerah. Urgensi: penyusunan Pelaﬁuraﬂ Daerah tezsebut*:. g

adalah sebagai berikut: TR R

a. Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta peimdungan I
masyarakat merupakan urusan wajib yang terkait dengaﬂ pelayananﬂ L
dasar yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk
itu, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan:--f'* '

tersebut dibutuhkan Peraturan Daerah sebagal 1andasan kebijakan. -

Hal tersebut sesuai deﬁgan amanat dan Pasal 18 ayat (6) Unc’iangJ

memberikan kewenangan kepada : Kahmantan Balat untuk.
membentuk Peraturan Daerah dalam rangka: melaksanakan otonomz ST




b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan =
Provinsi Kalimantan Barat cukup luas, terutama kewenangan yang
diatur dalam Pasal 14, yakni yang terkait dengan urusan kelautan,-
kehutanan, dan energi sumber daya mineral. Untuk itu, Peraturan
Daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga ketenteraman: dan
ketertiban pada sektor-sektor tersebut. _

c. Dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat vyang sangat luas,
penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan
masyarakat tidak mudah. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi artar
instansi dengan kabupaten/kota, instansi vertikal {TNI/POLRI), :dan '
masyarakat. B

d. Perlunya penguatan terhadap kewenangan yang dimiliki cleh” Satuem'

Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi dalam - -
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, bail '

yang bersifat yustisial maupun non yustisial.

Penanganan gangguan Kketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan, ftugas dan

tanggung jawab Gubernur secara teknis operasional dilaksanakan oleh
Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi tertib .- .
tata ruang, tertib jalan, tertib sungai, tertib kelautan dan. pellkanan,_f,-”f-
tertib lingkungan, tertib energi sumber daya mineral, tertib kehutahan, =

tertib sosial, tertib pendidikan, tertib perizinan, tertib barang Cmilik
daerah, tertib bangunan, tertib pajak daerah dan retribusi daerah, tertib-

kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian dan tertib keadaan-.. R

bencana.

Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan =~
perlindungan masyarakat ini Satpol PP berkoordinasi dengan: perangkai-'::_' =
daerah teknis lainnya, menjalankan tugas pembantuan ~kepada =
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menyelenggarakan kerJa sama- oL

daerah dengan pihak pemerintah daerah provinsi yang- langsung .
berbatasan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

Kalimantan Barat, dan pihak ketiga serta berkoordlnam dengan: mstanm '

vertikal TNI/ Polri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, daerah berkomitﬁien‘ 'iméiicipfak_an =
kondisi wilayah yang kondusif bagi. seluruh masyarakat Kalimantan =
Barat. Perwujudannya melalui penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban

wmum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peratui an Daerah-
dan Peraturan Kepala Daerah, :

Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan. =~
tanggung jawab bagi daerah dan masyarakat, maka perlu d1tetapk:an A
Peraturan Paerah sebagai kebijakan normatif. Adapun Peraturan Daerah = = -
ini sebagai pedoman baru guna mengakomodasi kebutuhah masyarakat =~
saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang - berl«r.ernb.211'1Gr S

kedepannya.




II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam

negara hukum yang mengutamakan landasan = ketentuan
peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setlap
kebijakan penyelenggara negara.

Hurufb

Yang dimaksud dengan asas kepentingan wmum yaitu asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspzratzf L
akomeodatif dan selektif.

Hurufc C o
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas- yang.

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh L
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang .=
penyelenggaraan  negara dengan  tetap memperhaukanﬂ R
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasza.

negara.
Hurufd

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas: ya:tu ‘asas yang EER
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewaj1bani'_- L

penyelenggara negara.

Hurufe

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas ya;tu asas yang_' s

mengutamakan keahlian yang berlandaskan k()d& etlk cian _'
ketentuan peraturan perundang undangan. :

Huruf f L
Yang dimaksud dengan asas alkuntabilitas yaltu ‘asas yang S

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan ©

penyelenggara mnegara harus dapat dipertaﬂggung}awabkma SENTE
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan =~ =~
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan’ perumdang-- Lo

undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang bemrlentam
pada  minimalisasi  penggunaan  sumber daya dalam S
penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil ker;a yang i,erbalk T

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang"
berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan ber daya guna

Hurufi

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setlap tmdakan | R
dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkain k@adﬂan o

secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3
Cukup jelas.




Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat {2)
Hurufa

Yang dimaksud dengan “pendekatan informatif” adalah -
pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian -

informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui
komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendeka‘céﬂ .
yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk
mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” “adalah

pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan

pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk

atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah
sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan
senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterimal.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Culkup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.




Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat {1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3}
Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “vandalisme” adalah tindakan merusak =~
benda/barang yang merupakan milik orang lain -atau di

tempat/fasilitas umum, seperti mencoret dengan cat ‘semprot, . s
menempel poster atau stiker tanpa izin, atau merusak secara fisik. -

Hurufe
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.




Pasal 27
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan perintah dan/atau larangan adalah-
kebijakan Pemerintah Daerah yang berisi boleh atau tidak boleh
melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menangani dan/atau
menanggulangi bencana. Contoh larangan dan/atau perintah

dimaksud disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi antara

lain:
Perintah:
- Selalu membawa kartu identitas;
- Menghentikan segala kegiatan di kawasan bencana; dan/atau
- Selalu menggunakan masker atau alat pelindung diri lain yang
ditentukan apabila beraktivitas diluar rumalh.
Larangan:
- Membawa alat/senjata tajam vang dapat dipakai sebagal-
alat/pemicu kerusuhan;
- Memasuki atau meninggalkan daerah pandemi/epidemi; -
dan/atau
- Melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa..
Ayat (2) ' :
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam
ketentuan ini meliputi: o
a. peraturan perundang-undangan vyang ditetapkan 'é)leh'
pemerintah; '
b. peraturan daerah provinsi;
c. peraturan guberiur;
d. peraturan daerah kabupaten/kota; dan
e. peraturan bupati/walikota.

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan ialah k@bijakéﬁ RN
pemerintahan yang bersifat tertulis (beleids regel) yang ‘berbentuk S
surat edaran, petunjuk teknis, standar op@rasmnal proseduir, -

maklumat, darz /atau kebijakan tertulis lainnya yang dzkeluarkan
dan ditujukan kepada setiap orang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Culkup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.




Pasal 36
Cukup jelas,

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa

Yang dimaksud dengan “kerja sama daerah dengan daerah iam” BRI
adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan == -
daerah  lain  dalam  rangka penyeienggaraan ‘urusan oo
Pemerintahan yang menjadi kewenangan - daerah_ untuk o
kesejahteraan masyarakat dan per cepatan pemenuhau L

pelayanan publik.
Hurufb

Yang dimaksud dengan “kerja sama daerah dengan plhak S
ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan  oleh- daerah
dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan ' =
pemerintahan yang menjadi kewenangan ‘daerah untuk.’._ SR
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan

pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 42
Ayat (1) S il
Yang dimaksud “mitra pemeliharaan” adalah masyarakat yang =

berperan aktif dalam memelihara ketenteraman dan ketemban

umum serta perlindungan masyarakat.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.




Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Hurufc
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruff
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Hurufh

Paksaan pememntah adalah sanksi- administratif berupa .
tindakan nyata untuk menghentikan. pelaﬁggamn dan/atau -0
memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanks‘ﬂ pakgaan S
pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha -
dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu’ diberikan. . teguraﬂ. I
tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemermtah dapat: -
dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran teriuhs apa'bﬂa'_- S0

pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

1} ancaman yang sangat serius bagi manusza dan hngkungan‘j_fl_f__ SR

hidup;

2) dampak yang leblh besar dan Iebzh luas 31ka t1dak segera :

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya dan/atau -

3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika t1dak;ﬁ G e

segera dihentikan pencemaran dan /atan perusakannya B
Sanlksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam: benmk
1} penghentian sementara kegiatan produksz N L :
2) pemindahan sarana produksi; . S
3} penutupan saluran pembuangan air limbah atau e:thl
4) pembongkaran;

5} penyitaan terhadap barang atau a.lat yang berpotensi__-”_';’.f* '_::_

menimbulkan pelanggaran;
6) penghentian sementara seluruh- l{egxatan dan / atau’

7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentzkaﬂ.j
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsz hngkungan

hidup.

Huruf i
Cukup jelas.




Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4}
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas,.

Pasal 52
Culcup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHMHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : f: SRl




